Bab V1

KESIMPULAN DAN SARAN-TINDAK

A. Umum.
1. Tentang Pembangunan Tatanan Hukum Nasional.

Mempersoalkan keilmuan Timu Hukum dan sifat keilmiahan
pengembanannya di tengah kesibukan melaksanakan pembangunan bangsa
yang bersifat semesta pada masa kini tidak akan hanya sekedar melakukan
“academic exercise”, melamnkan akan bermakna. jika hal itu dilakukan dengan
menempatkannya  dalam  konteks kesejarahan  perjuangan  bangsa
menghadirkan diri dengan martabat penuh di tengah bangsa-bangsa di dunia.
Dalam konteks kesejarahannya, Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang melahirkan negara Republik Indonesia
adalah dua titlkk puncak dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk
membebaskan diri-dari penjajahan bangsa asing. Sumpah Pemuda 1928, yang"
menegaskan hadimya bangsa Indonesia di tengah bangsa-bangsa di dunia,
adalah kristalisasi pergerakan nasional yang dimulai dengan terbentuknyé
Perhimpunan Indonesia dan Budi Utomo pada tahun 1908. Proklamasi
Kemerdekaan adalah realisasi Sumpah Pemuda tersebut dengan membentuk
negara merdeka yang berwawasan kebangsaan (nation-state), yang
dirumuskan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Karena itu,
pemahaman naskah Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan serta Batang

Tubuh UUD 1945 dengan Penjelasan-nya harus ditafsirkan berdasarkan
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pikiran-pikiran yang tercantum dalam Sumpah Pemuda 1928 dalam kaitan
dengan pikiran-pikiran para pemimpin pergerakan nasional yang mendahului,
menyertai dan sesudahnya, serta yang terungkap dalam sidang-sidang Badan
Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan dan rapat Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia secara kontekstual dari sudut titik berdiri masa kini
dengan proyeksi ke masa depan (penafsiran secara hermeneutis). Dengan cara
demikian, maka kesinambungan historikal dalam menyelenggarakan
kehidupan bernegara dan melaksanakan pembangunan secara rasional dapat
lebih terjamin, dan hal ini penting untuk menghindari kemungkinan terperosok

ke dalam delirium.

Perkembangan kesejarahan berikutnya adalah perjuangan Bangsa
Indonesia untuk mewujudkan cita-cita yang tercantum dalam Proklamasi
Kemerdekaan dan Pembukaan UUD 1945, yang ternyata tidak jarang
memunculkan  pertentangan pendapat tentang makna dan cara
implimentasinya. Dalam konteks kesejarahan inilah letaknya relevansi refleksi
terhadap Ilmu Hukom dan pengembanannya, karena Iimu Hukum hadir dan
berkembang dalam sejarah ﬁmat manusia justru dimaksudkan sebagai sarana
intelektual untuk menginterpretasi dalam memperoleh pemahaman tentang
makna naskah otoritatif secara kontekstual dengan mengacu nilai yang
melandasinya, dan berdasarkan pemahaman itu mengimplimentasikannya ke
dalam kenyataan. Konsepsi, konsep dan proposisi yang abstrak tentang
hukum yang dihasilkan oleh pengembanan Imu Hukum, semuanya itu
ditujukan pada masalah kemasyarakatan yang riil. Karena itu, berbagai
pengertian abstrak itu akan mempengaruhi cara bagaimana hukum itu
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dipersepsi dan digunakan, yang langsung membawa dampak pada kehidupan
masyarakat. Persepsi dan cara pengembanan Iimu Hukum mempengaruhi dan
dipengaruhi kenyataan kemasyarakatan 257 |

Dalam bab II dikemukakan bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang
tercantum dalam UUD 1945, negara yang dikehendaki adalah negara hukum
demokratis kesejahteraan. Seluruh kegiatan menegara sesudah proklamasi
terarah untuk mewujudkan konsepsi negara tersebut. Sepuluh tahun pertama
setelah berakhimya Perang Kemerdekaan, kegiatan menegara yang dijalankan
dengan mengacu konsepsi negara dan konsepsi hukum yang “diwarisi” dari
Belanda, berakhir dengan melahirkan konsepsi Demokrasi Terpimpin yang
meﬁgabaikan hukum dan cenderung otoriter-opresif. Dengan semangat “Salus
revolutiae suprema lex”, tatanan hukum disubordinasikan di bawah tatanan
politik. Hal ini tampak jelas dalam pasal 19 Undang-undang no. 19/1964 yang
praktis menempatkan kewenangan kehakiman di bawah kewenangan
eksekutif. Kemudian pemerintahan Demokrasi Terpimpin pada tahun 1966
diganti dengan pemerintahan Orde Baru yang bertekad untuk menjalankan
pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa dengan melaksanakan
Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Tekad Orde Baru ini
dilaksanakan dengan pembangunan berencana berjangka panjang (duapuluh
lima tahunan) dengan memprioritaskan pembangunan ekonomi, yang
dittnjang dengan pembangunan politik pada tataran yang sama untuk
membangun kekuatan kekuasaan publik yang mampu menghasilkan dan

257 Wonet-Selznick, LAW AND SOCIETY IN TRANSITION, Harper & Row, 1978: 2, 3.
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memelihara stabilitas yang pada tahap permulaan mutlak diperiukan dalam
pelaksanaan pembangunan ekonomi. Pembangunan hukum dipandang sebagai
salah satu sektor dalam pembangunan bidang politik. Hai ini tampak secara
eksplisit dalam semua GBHN hingga tahun 1988. Dalam situasi yang diwarisi
dari masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin, implimentasi kebijakan
tersebut cenderung terdorong menggunakan “securily approach”, yang
mencerminkan ciri khas perspektif “low-risk view of law and order”, dan
hingga derajat tertentu cenderung memunculkan ciri-ciri Tatanan Hukum
Represif yang dimaksud Nonet-Selznick. Perspektif “low-risk view of law

and order” yang memunculkan “security approach” terhadap tiap peristiwa

kemasyarakatan ini memperlihatkan ciri:25 8

a) memandang stabilitas hukum merupakan jaminan utama bagi masyarakat
bebas;

b)hukum merupakan unsur vital ketertiban masyarakat, serta jaminan
pembebasan masyarakat dari kesewenangan, irasionalitas dan intimidasi,

c) tuntutan kepatuhan warga masyarakat pada hukum harus diimbangi
penegakan secara cermat kesetiaan pejabat pada hukum positif; |

d) klaim harus disalurkan melalui jalur-jalur yang sudah ditetapkan,

¢) perubahan hukum harus dilakukan melalui proses politik, dan tidak
menggunakan diskresi oleh instansi hukum;

f) separeisi hukum dan politik secai'a tajam;

g) penyimpangan terhadap hukum harus ditindak secara tegas.

258 Nonet-Selznick, op. cit. 1978: 6.
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Dalam kenyataan, karena butir ¢, ¢ dan f diabaikan dan yang‘ lainnya
dilaksanakan secara tidak konsisten, maka tampak bahwa sementara
kehidupan ekonomi meningkat sebagai hasil pelaksanaan pembangunan
dengan prioritas bidang ekonomi, kehidupan hukum memperlihatkan gejala
semakin menurun, yang menimbulkan pandangan negatif dan sinisme239
yang tajam terhadap hukum, pengadilan, profesi hukum, llmu Hukum dan
pendidikan hukum. Usaha para pakar hukum Indonesia sejak berakhimya
Demokrasi Terpimpin untuk memperbaiki kehidupan hukum masih
memerlukan kelanjutan perjuangan secara konsisten. Walaupun sudah
dihasilkan berbagai undang-undang organik dan perundangan-undangan di
bidang ekonomi dan perpajakan, namun masih banyak perangkat aturan
hukum dari masa Hindia Belanda yang masih belum diganti dengan
perundang-undangan nasional. Dengan terbentuknya berbagai undang-undang
orgaliik tersebut, maka tatanan politik yang dikehendaki UUD 1945 secara
formal sudah terbentuk, dan dengan itu tahap formatif sudah selesai.
Masalahnya sekarang adalah menghidupkannya sesuai dengan fungsi masing-
masing agaf pengawasan melekat (jnternal built-in control) yang terkandung
di dalamnya menjadi aktual, sehingga tatanan politik tersebut dapat
menghasilkan “outpzit” berupa pemerintahan yang bersih, efektif dan
berwibawa; untuk itu diperlukan kemauan politik dengan komitmen kuat
untuk mewujudkannya. Produk perundangan-undangan nasional yang sudah

dihasilkan itu pun masih memerlukan kajian rasional berdasarkan

259 Krisis praksis hukum di Amerika Serikat tahun 1970-an, telah mendorong redaksi majalah TIME
dalam edisi April 10 tahun 1978 menurankan cover story dengan judul “Those #*X!! Lawyers”
Like Shakepeare’s Kate, hard to live with - and without”. Di Indonesia, sinisme terhadap kehidupan
hukum terungkap dalam karikatur berbagai surat kabar dan majalah.
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pertimbangan efektivitas dan Cita-hukum Pancasila, terutama perundang-
undangan di bidang ekonomi, sebab jika bertentangan dengan cita-hukum itu,
maka proses pembentukan perundang-undangan di bidang ekonomi itu dapat

secara tidak disadari menyebabkan terabaikannya pasal 33 UUD 1945.

Pada tahap formatif pembentukan masyarakat politik dalam bentuk
sebuah negara, lebih-lebih yang terjadi setelah perjuangan memperoleh
kemerdekaan lewat perang, atau pada tahap permulaan penataan ulang
kehidupan bernegara setelah terjadi kemelut yang rumit, lebih-lebth yang
harus didahului dengan pembangunan ekonomi yang berhasil, memang
diperlukan stabilitas politk dengan “security approach”™nya yang
memunculkan tatanan hukum yang represif. Jadi, secara rasional dapat
dimengerti. Namun, segera setelah tercapai stabilitas tertentu dan kehidupan
ekonomi sudah mulai membaik, maka perlu segera ditumbuhkan tatanan
hukum yang dalam berkiprahnya lebih mandiri terhadap tatanan politik dan
tatanan ekonomi tanpa mengurangi makna hubungan sistemiknya. Sebab,
tatanan hukum yang represif dalam dirinya menganduhg unsur self-destruktif
potensial yang dengan berjalannya waktu, jika misinya sudah tercapai, karena
“inner-dynamic”-nya sendiri akan aktif dan merugikan masyarakat. Tatanan
Hukum Indomesia memang bukan tatanan hukum represif, namun
memperlihatkan beberapa kecenderungan yang dapat menumbuhkan proses
ke arah memunculkan ciri-ciri tatanan hukum represif, antara lain jika
dilakukan “security approach” yang berlebihan. Dalam duapuluh lima tahun
terakhir ini, kecenderungan tersebut sudah mulai tampak menggejala dalam
bentuk menurunnya kualitas kehidupan hukum hampir pada semua sektor dan
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tataran. Juga perspektif “low-risk view of law and order” perlu dikaji ulang,
karena, seperti dikatakan Nonet-Selznick, perspektif ini juga mengandung
kelemahan, antara lain tidak responsif terhadap perkembangan dan
munculnya aspirasi baru, mendorong pejabat aparat pemerintah dan warga
masyarakat mengambil sikap mengelak (evasion) terhadap hukum, dan dapat
menimbulkan krisis serta ketidak tertiban karena sikap itu cenderung menutup
saluran-saluran “appeal”, partisipasi dan perubahan. Kelemahan ini akan

menimbulkan dampak yang lebih buruk, jika di dalam praktek “low-risk view

of law and order” itu tidak dilaksanakan secara konsisten.260

Kini menjelang berakhirnya abad 20, perlu diusahakan untuk mengganti
semua perangkat aturan hukum yang berasal dari masa Hindia Belanda
dengan peruﬁdang—undangan nasional sambil memperbaiki dan meningkatkan
mutu kehidupan hukum, termasuk praktek peradilannya, di Indonesia.
Terselenggaranya kehidupan hukum yang bermutu akan menciptakan
_kesempatan yang sama bagi tiap warganegara untuk mengembangkan diri
secara optimal yang akan lebih mendorong kreativitas, dan memungkinkan
semua fungsi hukum terlaksana, khususnya fungsi sebagai sarana
pembaharuan masyarakat. Selain itu, masalahnya juga berkenaan dengan
martabat bangsa, khususnya tentang penyelenggaraan peradilan, sebab,
seperti dikatakan oleh Henry Sidiick: “in determining a nation’s rank in
political civilisation, no test is more decisive than the degree in which
justice, as defined by the law, is actually realised in its Judicial

administration, both as between one private citizen and another, and as

260 Nonet-Selznick op cit, 1978: 7.
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between private citizens and members of the government. 261 Alasan yang
kini sangat mendesak adalah bahwa dengan efektifnya berbagai perjanjian
internasional berkenaan dengan pasar bebas, dan Indonesia terikat padanya,
maka penyelenggaraan peradilan yang tidak atau kurang memadai dapat
menyebabkan tindakan retaliasi di bidang ekonomi oleh negara lain, yang

merasa dirugikan oleh hal itu, terhadap Indonesia.

Peluang dan motivasi untuk melaksanakan pembangunan hukum yang
lebih signifikan terhadap perkembangan tuntutan zaman sudah tercipta
dengan GBHN 1993 yang secara formal mengungkapkan kemauan politik
para penentu kebijakan penyelenggaraan bernegara untuk memandang hukum
sebagai subsistem nasional setara dengan subsistem nasional .lairmya, seperti
subsistem politik dan subsistem eckonomi. Masalahnya kini adalah
menterjemahkannya menjadi kemanan politik aktual dengan menjabarkannya
ke dalam program pembangunan hukum yang didukung dengan dana yang
memadai untuk itu. Dalam bubungan ini, maka pendidikan hukum dan
pengembanan Iimu Hukum yang bermutu dituntut untuk memainkan p_eraﬁan

yang penting sesuai proporsinya.

Pembangunan hukum yang direncanakan secara cermat itu harus
diarahkan untuk membangun tatanan hukum nasional yang modern dengan
mengacu Cita-hukom Pancasila, yang mampu memberikan kerangka dan

saluran-saluran hukum yang efisien dan responsif bagi penyelenggaraan

261 Dikutip dari Harold J. Laski, A GRAMMER OF POLITICS, 1957: 541.
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kehidupan masa kini dan masa depan. Tatanan Hukum Nasional Indonesia itu

harus mengandung cirt:

a) Ber-Wawasan Kebangsaan dan ber-Wawasan Nusantara;

b) Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis-kedaerahan
dan keyakinan keagamaan;

¢) Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terumfikast;

d) Bersifat rasional yang mencakup rasionalitas-efisensi, rasionalitas-
kewajaran (redelijkheid), rasionalitas-berkaidah, dan rasionalitas-nilai,

e) Aturan prosedural yang menjamin tranparansi, yang memungkinkan
kajian rasional terhadap proses pengambilan putusan oleh pemerintah;

f) Responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat;

Pelaksanaan pembangunan hukum itu seyogianya dilakukan dengan
melibatkan secara langsung, selain pakar hukum, juga pakar IImu-ilmu Sosial
dan pakar ilmu-ilmu lain yang bidang kajiannya terkait. Gagasan untuk
melibatkan para pakar dan ilmuwan ini sudah dimunculkan dan dilaksanakan
sejak tahun 1974 dengan perubahan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional
menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional yang berada dalam lingkungan
Departemen Kehakiman melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.
44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen jo. Keputusan
Presiden Republik Tndonesia No. 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi
Departemen. 262  Dalam  kerangka  pelaksanaan  program-program
pembangunan hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam intinya
mengemban tri-fungsi pokok yang berkaitan, yakni fungsi sebagai pusat

262 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DARI MASA KE MASA, 1995: 56.
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dokumentasi dan informasi hukum, | fungsi sebagai pusat penelitian dan
pertemuan ilmiah bidang hukum, dan fungsi sebagai pusat penyusunan
“academic-drafi” 23 Dalam pembentukan perangkat aturan perundang-
undangan pada berbagai sektor kehidupan, yang secara substansial
merupakan kewenangan dan tanggungjawab Departemen yang bersangkutan,
agar produknya tetap dapat menghasilkan tata hukum nasional yang utuh-
konsisten (koheren), maka Menteri Kehakiman mengemban tugas
melaksanakan koordinasi teknis dengan mengoptimalkan semua fungsi Badan
Pembinaan Hukum Nasional yang dibawahinya, sedangkan koordinasi
politisnya adalah kewenangan dan tanggung-jawab Menteri Sekretaris
Negara.

2. Tentang Ilmu Hukum dan pengembanannya.

Status keilmuan Ilmu Hukum tidak perlu dipersoalkan lagi, karena
masalahnya tergantung pada pengertian ilmu yang dianut. Jika dianut
pengertian ilmu dengan mengacu model Ilmu Alam (Fisika), maka status |
keilmuan Umu Huokum dan banyak disiplin intelektual lain yang secara
rasional-sistematis-metodis berusaha memperoleh pengetahuan dalam bidang
tertentu, bahkan termasuk Matematika, menjadi problematis dan harus
didiskualifikasi sebagai ilmu. Ilmu Hukum adalah ilmu praktis normatif yang

- masalah pokok dan sasaran pengembanannya berbeda dari limu-ilmu Empiris.

263 Mochtar Kusumaatmadja, PEMBINAAN HUKUM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
NASIONAL, (1972) 1986: 11.
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Perkembangan dalam lingkungan Filsafat Ilmu memunculkan berbagai
pendapat yang berbeda tentang batasan pengertian ilmu, kriteria demarkasi,
arti kebenaran, metode, obyektivitas, testabilitas, nilai. Perbedaan pandangan
- itu disebabkan antara lain, bahkan mungkin terutama, karena masing-masing
bertolak dari bidang keahliannya yang diabstraksi untuk kemudian digunakan
secara umum dalam menilai tiap kegiatan disiplin intelektual untuk
memperoleh pengetahuan. Dengan kata lain, perbedaan tersebut berakar
dalam perbedaan cakrawala pandang yang terbentuk oleh obyek formal dan
masalah inti yang memunculkan dan menjadi pusat perhatian disiplin yang
bersangkutan. Jika berbagai cakrawala pandang itu dengan sikap terbuka
dipertemukan dan didialogkan, maka secara hermencutis dapat terjadi
“Horisontverschmelzung” yang akan memunculkan konsepsi ilmu yang lebih
luas dan lebih produktif, yang mampu memberi tempat secara proporsional
pada tiap disiplin intelektual yang sudah teruji dalam pengalaman hidup
manusia. Berdasarkan pengamatan terhadap berbagai kegiatan intelektual
yang biasa dikualifikasi sebagai ilmu dan berbagai pandangan yang
berkembang dalam Filsafat Ilmu, dapat dirumuskan pengertian ilmu sebagai
kegiatan intelektual dalam bidang tertentu yang secara sistematis-bertatanan
(stelselmatig) dengan menggunakan metode dan seperangkat pengertian yang
diciptakan khusus untuk itu mengamati dan menata bahan terberi yang relevan
dipandang dari sudut masalah pokok dalam bidang itu, yang hasilnya
diramuskan dalam proposisi-proposisi yang ditata dalam suatu sistem-
proposisi, dan tiap proposisi yang dihasilkan serta metode yang digunakan
dalam kegiatan tersebut terbuka bagi pengkajian rasional tentang

253




keabsahannya berdasarkan seperangkat kriteria yang secara umum diterima

(dilazimkan) dalam komunitas ilmuwan bidang yang bersangkutan.264

Tentang status keilmuan Ilmu Hukum tidak perlu diragukan lagi. Dalam
bab TV sudah tampak bahwa semua ciri ilmu terpenuhi dalam Ilmu Hukum,
tentu saja jika pengembanannya dilakukan secara benar. Ciri-cinn tersebut
mencakup:?65

a) semua hal faktual dalam bidang bersangkutan harus dikompilasi,

b) kesatuan yang dituntut pemikiran logikal,

c) krntis-logikal,

d) ikhtiar penyederhanaan untuk mengusahakan agar tiap putusan
diletakkan di bawah putusan yang lebih umum,

¢) tiap temuan selalu terbuka bagi pengkajian oleh orang lain.

Refleksi kefilsafatan tentang Ilmu Hukum, tidak terutama dimaksudkan untuk
menjaWab “sanggahan™ terhadap status keilmuannya yang hanya lebih
merupakan ungkapan rasa inferioritas saja dan tidak produktif, melainkan
lebih bertujuan untuk secara rasional mengungkapkan dan menganalisis
landasan kefilsafatannya, paradigma yang bertumpu di atasnya, asumsi-
asumsinya, cara pengembanan dan batas_—b‘atas medan berkiprahnya, untuk
memperoleh pandangan yang jernih tentang Imu Hukum dan fungsi
kemasyarakatannya dalam rangka menjelajahi berbagai kemungkian

* pengembangannya unfuk meningkatkan produktivitas kegunaannya bagi

264 Bandingkan Visser ‘t Hooft, H.Ph., FILOSIFIE VAN DE RECHTSWETENSCHAP, Leiden, 1988:
26.

265 Paul Scholten, DE STRUCTUUR DER RECHTSWETENSCHAP, 1945: 39-43.
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masyarakat. Péngungkapan dan pemahaman rasional tentang semua hal itu
akan (dapat) memfasilitasi tumbuhnya fora dialogia kritis-rasional dalam
lingkungan komunitas ilmuwan hukum secara intern, dan dengan komunitas
ilmuwan lain secara ekstern. Dari dialog-dialog rasional yang demikian itu
dapat diharapkan akan muncul gagasan tentang paradigma limu Hukum yang
bagaimana yang adekuat bagi pengembanan IImu Hukum yang sesuai dengan
cita-hukum dan fungsional terhadap masyarakat masa kini dan di masa
datang, apa kekuatan dan kelemahan yang inheren dalam Iimu Hukum, apa
yang secara sah dapat diharapkan oleh masyarakat dari Imu Hukum dan
pengembanannya, bagaimana melaksanakan pengembanan Illmu Hukum

termasuk pendidikan hukum vang tepat, dsb.

Iimu Hukum adalah ilmu praktis normatif yang pengembanannya dengan
sendirinya secara langsung mempengaruhi proses pembentukan hukum dan
kehidupan hukum. Ini adalah ciri khas Iimu Hukum yang membedakannya
dari ilmu-ilmu lain. Sejalan dengan itu, krisis dalam Ilmu Hukum akan segera
mempengaruhi praksis hukum yang berdampak negatif terhadap kehidupan
kemasyarakatan. Karena itu, secara etis pengembanannya harus terbuka bagi
produk ilmu lain, khususnya Ilmu-ilmu Sosial. Ini berarti bahwa pengembanan
Imu Hukum merupakan medan berkonvergensinya berbagai ilmu. Dalam
* situasi dan kondisi kehidupan kemasyarakatan di Indonesia dewasa ini, lebih-
Jebih dalam konteks globalisasi yang tidak mungkin dicegah lagi, pembmaan
Ilmu Hukum Nasional sudah merupakan kebutuhan mendesak.
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B. Khusus.
1. Fundasi dan sifat keilmuan llmu hukum.
a. Obyek Ilmu Hukum (aspek ontologi).

Obyek-telaah Iimu Hukum adalah hukum positif yang berlaku di svatu
negara tertentu pada waktu tertentu (hukum yang berlaku di sini sekarang),
yakni sistem konseptual asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan putusan-
putusan hukum produk kesadaran hukum dan politik hukum yang bagian-
bagian pentingnya dipositifkan oleh pengemban kewenangan (otoritas) hukum
dalam negara yang bersangkutan, serta lembaga-lembaga hukum untuk

mengaktualisasikan sistem konseptual tersebut dan prosesnya.

b. Sistematisasi bahan hukum (aspek epistemologi).

Dalam pengembanannya, llmu Hukum menghimpunan, menginterpretasi,
memaparkan dan mensistematisasi bahan hukum yang terdiri atas asas-asas,
aturan-aturan dan putusan-putusan hukum suatu tatanan hukum untuk
menghadirkannya sebagai suatu sistem sehingga keseluruhannya mewujudkan
satu kesatuan yang koheren dengan mengacu pengembanan hukum praktis
dan penyelesaian masalah hukum. Ini tidak berarti bahwa Ilmu Hukum begitu
saja sekehendak hati pengembannya (ilmuwan hukum) membentuk sistem
hukum. Hal ini juga berlaku bagi pembentuk undang-undang.? Sebab,
terbawa oleh hakikat dan tujuannya serta tuntutan  pada realisasi dalam
kenyataan kemasyarakatan, hukum itu sendiri memiliki struktur logikal.
Kesatuan dan kebersisteman sudah ada dalam hukum itu sendiri, babkan

266 Jika pembentuk undang-undang mengabaikan sistem yang sudah ada datam hukum dan hidup dalam
kesadaran hukum rakyat itu sendiri dengan mengandalkan kekuasaan semaia-mata, maka produknya
bukan hukum lagi, melainkan ungkapan kekuasaan belaka.
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dalam kesadaran hukum yang melahirkan hukum itu, karena hukum itu
sesungguhnya merupakan bagian dari kehidupan kerokhanian manusia dan
kesatuan yang memunculkan kebertatanan adalah svatu fungsi logikal dari
aspek kehidupan kerokhanian (akal-budi) manusia yang memungkinkan
manusia menjalani kehidupannya secara bermakna dan bertujuan. Pembentuk
undang-undang dalam kegiatan pembentukan hukum juga membentuk
pengertian-pengertian yang memunculkan kebersisteman dalam berbagai
produknya. Dalam mengolah produk perundang-undangan, Imu Hukum
mengembangkan lebih lanjut pengertian-pengertian produk pembentuk
undang-undang.  Sebaliknya, pembentuk undang-undang juga akan
menggunakan produk Iimu Hukum. Jadi, tugas Ilmu Hukum dalam
mensistematisasi bahan hukum adalah secara sistematis kritis rasional
mewedarkan (onfvouwen) sistem yang sudah ada dalam hukum itu sendiri,
untuk kemudian menumbuhkan-kembangkan sistem tersebut. Karena itu,
produk Ilmu Hukum sesungguhnya dapat dikaji kebenaran atau ketepatannya
dan mengembangkannya dengan mengacu cita-hukum yang dianut.?” Karena
hukum dan kesadaran hukum itu berakar dalam akal-budi dan hati-nurani
manusia, dan ilmuwan hukum juga berakal-budi dan berhati-num_ni, maka
ifmuwan hukum memiliki kemampuan untuk mempersepsi dan mengolah
sistem hukum yang sudah ada dalam hukum dan kesadaran hukum itu.

c. Paradigma Ilmu Hukum.
Dalam pengembannya, Ilmu Hukum itu disadari atau tidak selalu
berkiprah dalam kerangka paradigma tertentu, yang menetapkan batas-batas

267 Ppayl Scholten, DE STRUCTUUR DER RECHTSWETENSCHARP, 1945: 17. Lihat juga noot 265.
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wilayéh kegiatan ilmiahnya serta menentukan keabsahan masalah yang

menjadi obyek penelitiannya.

d. Ciri Khas Ilmu Hukum.

1) Ilmu Hukum adalah ilmu praktis yang bersifat nasional yang
mempelajari penerapan dunia keharusan ke dalam dunia kenyataan,
yang masalah pokoknya adalah hal menentukan apa hukumnya bagi
situasi konkret tertentu.

2) Ilmu Hukum mewujudkan medan berkonvergensi berbagat ilmu lain.

Sj Dalam obyek-telaah Ilmu Hukum terdapat unsur otoritas (kekuasaan).

4) Pengembanan dan penerapan (ars) Ilmu Hukum berpartisipasi dalam
proses pembentukan hukum; produknya menimbulkan hukum baru.

5) Teori Argumentasi memegang peranan penting dalam [imu Hukum.

e. Kegunaan Ilmu Hukum (aspek aksiologis llmu Hukum).
1) Mempersiapkan putusan hukum pada tataran mikro maupun makro.
2) Menunjukkan apa hukumnya tentang hal tertentu dan merekomendasi
interpretasi terhadap aturan yang tidak jelas (penemuan hukum).
3) Mengeliminasi kontradiksi yang tampil dalam tata-hukum.
4) Kritik dan menyarankan amandemen terhadap perundang-undangan
yang ada, serta pembentukan perundang-undangan yang baru.

5) Analisis kritis terhadap putusan hakim untuk pembinaan yuriprudensi.
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2. Ciri khas Iimu Hukum Nasional Indonesia. |

a. Paradigma Imu Hukum Nasional Indonesia mengacu Cita-hukum
Pancasila, Tujuan Hukum Pengayoman, Konsepsi Negara Hukum
Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara.

b. Obyek pengolahan sistematisasinya adalah Tatanan Hukum Nasional
Indonesia, tertulis maupun tidak tertulis.

c. Kegunaan studi dan pengembangan (pembinaan) ﬂmu Hukum Nastonal
Indonesia dewasa ini adalah untuk peningkatan mutu penyelenggaraan
hukum sehari-hari, dan pelaksanaan pembangunan Tata Hukum Nasional
Indonesia dengan mengolah masukan dari berbagai ilmu lain dalam
mengkanalisasi dan mengarahkan perubahan sosial, serta mengantisipasi

dan mengakomodasi dampak perkembangan di masa depan.

C. Saran-tindak.

1. Pembinaan Tatanan Hukum Nasional Indonesia.

a. Dalam pelaksanaan usaba mengganti perundang-undangan dari masa
Pemerintahan Hindia Belanda dan pembentukan perundang-undangan
baru untuk mengantisipasi perkembangan masalah kontemporer, maka
fongsi koordinasi-teknis Menteri Kehakiman (Departemen Kehakiman)
dan fungsi koordinasi-politis Menteri Sekretaris Negara (Sekretariat
Negara) perlu dimaksimalkan dengan komitmen penuh dan dukungan -
semua departemen laionya serta melibatkan para pakar terkait, pada
pelaksanaan fungsi koordinasi-teknis, seyogianya tri-fungsi Badan
Pembinaan Hukum Nasional dioptimalkan.
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b. Peningkatan pembinaan kesadaran hukum semua pihak seyogianya
melibatkan para pakar Ilmu Sosial (antropolog, sosiolog, psikolog,
pedagog, ethici, dsb) di samping para ilmuwan hukum. Dalam kaitan ini,
pemerintah dan seluruh aparatnya seyogianya secara eksplisit
memperlihatkan sikap dan tindak yang menghormat dan mematuhi hukum
dan putusan hukum secara wajar, sungguh-sungguh dan konsisten.

2. Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia.

a. Menggiatkan studi Pancasila dan penelitian lapangan di bidang Hukum
Adat, Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum.

b. Pengembangan studi khusus tentang Teori Argumentasi Yuridis.

c. Menghidupkan Fora Dialogia Turidika lewat jurnal dan pertemuan ilmiah.

d. Meningkatkan penerbitan jurnal llmu Hukum yang selain memuat artikel
juga memuat putusan hakim yang dilengkapi dengan anotasi oleh pakar

' hukum (sedapat mungkin Gurubesar) bidang terkait.

e. Pembinaan Pendidikan Tinggi Hukum

Sebagai penutup, sebuah catatan tentang pendidikan tinggi hukum. Untuk
melaksanakan pembinaan Ilmu Hukum Nasional itu, maka pembenahan
pendidikan tinggi hukum merupakan langkah strategisnya. Keputusan
Mendikbud No. 0325/U/1994 tentang Kurikulum Yang Berlaku Secara
Nasional Pendidikan Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas
Hukum, yang merupakan produk mutakhir ikhtiar peningkatan kualitas
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pendidikan tinggi hukum sejak tahun 196026 dapat menjadi titik tolak
melaksanakan pembinaan Ilmu Hukum Nasional secara sadar dan terarah,
karena memberi peluang untuk itu pada pengisian kurikulum lokalnya. Di
samping kelompok matakuliah yang termasuk keahlian hukum dan Ilmu-ilmu
Sosial (Ekonomi, Sosiologi dan Antropologi Budaya), jika belum dapat
dicantumkan pada kurikulum nasional dalam waktu dekat mni, sebaiknya
kurikulum lokal juga diisi dengan matakuliah yang termasuk bidang studi
Teori Ilmu Hukum, yakni Metode Penelitian Hukum, Teori Perundangan-
undangan, Logika, dan Penalaran Hukum (Argumentasi Yuridis), untuk
memberikan landasan teoretis bagi pengajaran matakuliah Dasar-dasar
Pendidikan Kemahiran Hukum. Selain masalah susunan kurikulum, yang juga
perlu mendapat perhatian adalah cara pengajarannya. Tentang hal ini,
Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa pendidikan hukum harus
menggunakan cara pengajaran yang menjamin partisipasi maksimal para
mahasiswa dalam proses pendidikan untuk membangkitkan kemampuan
kreatif, dan tidak hanya menggunakan sistem-kuliah yang cenderung
membiasakan orang pada sikap pasif. Untuk itu disarankannya agar
menggunakan metode-sokratik dan penulisan kertas-karya yang didiskusikan
dalam seminar kecil.2¢® Tentang cara pengajaran, pandangan Alfred North
Whitehead berikut ini dapat memberikan inspirasi:270

268 Mochtar Kusumaatmadja, PENDIDIK AN HUKUM DI INDONESIA: PENJELASAN TENTANG
KURIKULUM TAHUN 1993, majalah HUKUM DAN PEMNAMGUNAN, No. 9/1994: 492.

269 Mochtar Kusumaatmadja, op.cit. 1986: 8. Lihat juga makalah-makalah dalam LEGAL
EDUCATION:2000, Proceedings International Conference on Legal Education: 2000 yang
diselenggarakan di University of Glasgow tahun 1985.

270 Whitehead, Alfred N., UNIVERSITIES AND THEIR FUNCTION, terdapat dalam “THE AIMS OF
EDUCATION”, Mentor Book, 1957: 97, 98.
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“At no time have universities been restricted to pure abstract
learning. ... The universities are schools of education, and schools of
research. But the primary reason for their existence is not to be found

. in the mere knowledge conveyed to the students.... So far as the
mere imparting of information is concerned, no university has had the
Justification for existence since the popularisation of printing in the
fifteenth century. The justification for a university is that it preserves
the connection between knowledge and the zest of life, by uniting the
young and the old in the imaginative consideration of learning. The
university imparts information, but it imparts it imaginatively. ... This
atmosphere of excitement, arising from imaginative consideration,
transforms knowledge. A fact is no longer a bare fact: it is invested
with all its possibilities. It is no longer a burden on the memory: it is
energising as the poet of our dreams, and as the architect of our
purposes. Imagination is not to be divorced from the facts: it is a way
of illuminating the facts. It works by eliciting the general principles
which apply to the facts, as they exist, and then by an intellectual
survey of alternative possibilities which are consistent with those
principles. It enables men to construct an intellectual vision of a new
world, and it preserves the zest of life by the suggestion of satisfying
purposes. ...The tragedy of the world is that those who are imaginative
have but slight experience, and those who are experienced have feeble
imaginations. ... The task of a university is to weld together

imagination and experience.”

Jika pengajaran hukum dilaksanakan dengan cara seperti yang dimaksud
Mochtar Kusumaatmadja dan Whitehead, maka dapat diharapkan bahwa
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pendidikan tinggi hukum di Indonesia akan dapat menghadirkan sa;rjana
hukum yang secara sadar-sistematis disiapkan untuk mampu mengakses dan
mengolah informasi hukum dan non-hukum secara imajinatif-kreatif sehingga
dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum konkret,
termasuk penyelesaian yang sekali gus menumbuh-kembangkan sistem hukum
yang ada, dan dapat dilibatkan dalam pembangunan hukum. Studi hukum
seharusnya dirasakan oleh mereka yang mempelajarinya sebagai studi yang
sangat menarik, karena studi tersebut mempelajari sesuatu yang hidup, yakni
kehidupan manusia sendiri. Hukum yang menjadi obyek studinya, demikian
dikatakan oleh Holmes, merefleksikan kehidupan kita sendiri pada masa kini

dan semua manusia yang pernah hidup.271 Jika dipelajari dengan cara yang
benar dan penuh ketekunan, maka hukum akan tampak mencerminkan
perjuangan manusia dalam menghadirkan dan mewujudkan dirinya di dunia
serta perjuangan unfuk mempertahankan dan meningkatkan martabat
manusia, lengkap dengan tragedi dan komedinya. Karena itu, Holmes

mengatakan:272

“If we are to speak of the law as our mistress, we who are here know
that she is a mistress only to be wooed with sustained and lonely
passion, - only to be won by straining all the faculties by which man is
likest to god. Those who, having begun the pursuil, turn away
uncharmed, do so because they have not been vouchsaved the sight of
her divine figure, or because they have not the heart for so great a

struggle.”

271 QOliver Wendell Holmes Jr, THE LAW, terdapat dalam Julius Marke (ed): THE HOLMES
READER, New York, 1955: 92,
272 Loccit.
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